
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.613, 2015 KEMENKEU. Dana Belanja Pensiun. PT Taspen.
PT Asabri. Pertanggungjawaban. Pencairan.
Penyediaan. Penghitungan. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/PMK.02/2015

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA PENSIUN YANG DILAKSANAKAN

OLEH PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program
pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero)
dan PT Asabri (Persero), perlu dialokasikan dana
belanja pensiun melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

b. bahwa dalam rangka penyeragaman ketentuan
mengenai tata cara perhitungan, penyediaan,
pencairan, dan pertanggungjawaban dana belanja
pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero)
dan PT Asabri (Persero), perlu mengatur kembali tata
cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan
pertanggungjawaban dana belanja pensiun yang
dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri
(Persero) yang sebelumnya telah diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
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257/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Perhitungan,
Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban
Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT
Asabri (Persero) dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 24/PMK.02/2013 tentang Tata Cara
Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan
Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang
Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan
Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang
Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) Dan PT Asabri
(Persero);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang
Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, Dan
Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2812);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang
Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2906);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana
Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang
Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3455);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum)
Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 88);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil
Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api
Indonesia (Persero) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);
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14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 273);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PERHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA PENSIUN
YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) DAN
PT ASABRI (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Belanja Pensiun adalah dana yang sebagian atau seluruhnya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
digunakan untuk membayar pensiun, tunjangan anak yatim/piatu,
tunjangan anak yatim piatu, tunjangan orang tua, uang tunggu, uang
duka wafat, pensiun terusan, tunjangan cacat, tunjangan veteran, dan
dana kehormatan veteran.

2. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun
setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Penerima Pensiun adalah mantan Pegawai Negeri Sipil, mantan
prajurit Tentara Nasional Indonesia, mantan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, mantan Pejabat Negara, dan
janda/dudanya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
berhak menerima Pensiun.

4. Penerima Tunjangan adalah anak yatim/piatu Penerima Pensiun,
anak yatim piatu Penerima Pensiun, tunjangan orang tua prajurit
Tentara Nasional Indonesia, tunjangan orang tua anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia
Pusat dan janda/dudanya, Perintis Pergerakan Kebangsaan/
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Kemerdekaan, dan anggota Veteran Republik Indonesia yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak menerima
Pensiun.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.

6. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan
Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

7. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari
masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah
atau satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh
penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan
dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara.

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

9. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan
menerbitkan perintah pembayaran.

10. Alimentasi adalah potongan Pensiun dalam rangka pemberian nafkah
kepada anak atau mantan istri Penerima Pensiun yang diberikan atas
dasar putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB II

PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN

Pasal 2

(1) Dalam rangka pengelolaan Dana Belanja Pensiun, Menteri Keuangan
selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PA BUN)
mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk
menetapkan KPA BUN.

(2) Penunjukan KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
ex officio.
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